
LAPORAN/NOTULEN RAPAT 

Berdasarkan Rapat hasil monitoring Rencana Aksi yan dilaksanakan pada tanggal 10 

Desember 2025 di Ruang Rapat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jalan 

Rohana Kudus Painan dengan hasil sebagai berikut : 

HASIL RAPAT 

1. Rapat Dipimpin oleh Kepala Badan 

2. Peserta Rapat : 

1. Kabid Ideologi wawasan Kebangsaaan, Ketahanan Ekonomi Sosial 

Budaya dan Agama 

2. Kabid Wasnas dan Penanganan Konflik Sosial. 

3. Fungsional Perencanaan dan Staf 

3. Rapat dibuka oleh Plt. Kepala Badan dan penjelasan hasil monev Rencana 

Aksi yang harus ditindaklanjuti Kepala bidang. 

4. Hasil rapat sebagai berikut : 

• Berdasarkan Sasaran Strategis I, yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Yang 

Akuntabel dan Berkinerja” Sasaran ini dicapai melalui Indikator Nilai AKIP 

Perangkat Daerah. Pencapaian Nilai AKIP Perangkat Daerah dalam hal ini 

nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan di 

pencapaian nilai AKIP diperoleh pada tahun berikutnya. Upaya 

pencapaian nilai IKU tersebut didukung oleh Program Urusan Pemerintah 

Daerah Kabupaten /Kota. Target yang ditetapkan pada indikator ini 81.9 

dengan realisasi 81.97 dengan capaian sebesar 99.96 % (Target merupakan 

nilai AKIP tahun 2024). Untuk pencapaian sasaran strategis ini dikoordinir 

oleh Plt Kepala Badan. 

• Sasaran Strategis II, yaitu “Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah” 

Sasaran ini dicapai melalui indikator Nilai Kematangan Inovasi, Inovasi 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan “ SiUCUP (Sistem Usulan 

Cuti Pegawai yang telah terealisasi pada Bulan Agustus 2025 dengan 

Tingkat Nilai Kematangan Inovasi berada pada skore 65 daritarget 100, 

capaian sebesar 65 %. Dalam pencapaian nilai ini dikoordinir oleh 

Sekretariat dan Kepala Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik 

Sosial. 

  



 

• Sasaran Strategis III, yaitu “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam 

Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri”. 

Pencapaian sasaran ini melalui indikator (1) Cakupan Pencegahan atau 

tangkal dini konflik (2) Cakupan peningkatan Pendidikan wawasan 

kebangsaan dan Pendidikan politik. Pencapaian nilai IKU pada indikator 

(1) Cakupan Pencegahan atau tangkal dini konflik didukung oleh 

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas 

dan fasilitasi penanganan konflik social, berdasarkan hasil laporan 

penanganan konflik telah terjadi konflik sebanyak 15 konflik yang 

telah difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pencapaian 

indikator ini di koordinir oleh Bidang Wasnas dan Penanganan 

Konflik Sosial. Sedangkan untuk pencapaian indikator (2) yaitu 

Cakupan peningkatan Pendidikan wawasan kebangsaan dan 

Pendidikan politik didukung oleh Program Peningkatan Peran Partai 

Politik dan Lembaga Politik melalui Pendidikan Politik dan 

pengembangan etika serta budaya politik, Program Penguatan Ideologi 

Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan 

Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Program 

Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Target 

yang ditetapkan pada indikator ini sebesar 60 % terealisasi sebesar 69 % 

dengan capaian 115 %. Realisasi yang melebihi target didapat dari 

pendidikan politik yang telah dilakukan oleh Partai Politik . Hal ini 

didapat berdasarkan NPHD yang ditandatangani Partai Politik 

berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik 60 % dari anggaran 

yang diberikan serta pelaksanaan upacara hari besar nasional. 

Penanggungjawab dalam pencapaian nilai ini dilakukan oleh Kabid 

Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dan Kabid Ideologi 

wawasan Kebangsaaan, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama. 

5. Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dari hasil monitoring rencana aksi ini 

adalah : 

✓ Sekretariat sebagai penanggungjawab dari pelaporan kinerja Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik untuk dapat melakukan koordinasi dengan 

Bidang dalam pencapaian nilai IKU 



Notulis, 

 

✓ Bidang Poldagri agar tetap melakukan koordinasi dengan partai politik 

untuk peningkatan nilai IKU pada Sasaran III yang terkait dengan 

Pendidikan politik. 

✓ Bidang Wasnas dan Penanganan Konflik Sosial agar dapat berkoordinasi 

dengan Polres Pessel, OPD terkait dan Camat untuk mendapatkan 

informasi yang dapat ganggu stabilitas daerah. 

✓ Bidang Ideologi Wasbang, Ketahanan Ekonomi sosial budaya dan agama 

untuk kedepannya bisa menyelenggarakan kegiatan untuk Pendidikan 

wasbang bagi generasi muda. 

Hasil monitoring rencana aksi terlampir. 

Demikian Laporan/Notulen rapat di buat untuk dapat dilaksanakan. 
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